IMPLEMENTASI INTERNATIONAL CONVENTION ON
THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL
DISCRIMINATION (ICERD) DALAM ISU DISKRIMINASI
TERHADAP MUSLIM DI PRANCIS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(S-1)

Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional

ILMU ALAT PENGABDIAY

Disusun oleh:
AHMAD FIRMANSYAH HARAHAP
07041182126040

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2025



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

“IMPLEMENTASI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE
ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION
(ICERD) DALAM ISU DISKRIMINASI TERHADAP MUSLIM DI

PRANCIS ”

SKRIPSI

Disusun oleh :

AHMAD FIRMANSYAH HARAHAP
07041182126040

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 7 Z September 2025

Pembimbing I Tanda Tangan

Dr. Djunaidi M.S.L.S
NIP.196203021988031004

Pembimbing II Tanda Tangan

Maudy Noor Fadhlia, S.H.Int., M.A
NIP. 199408152023212040 N




HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

“IMPLEMENTASI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE
ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION
(ICERD) DALAM ISU DISKRIMINASI TERHADAP MUSLIM DI

PRANCIS ”

SKRIPSI

AHMAD FIRMANSYAH HARAHAP
07041182126040

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 11 September 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUII
Dr. Djunaidi M.S.L.S %
Pembimbing Utama

Maudy Noor Fadhlia, S.H.Int., M.A
Pembimbing 11

Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si
Ketua Penguji &

Yuniarsih Manggarsari, S.Pd., M.Pd
Anggota Penguji

Mengetahui,
Dekan FISIP UNSRI,

5 Ua Jurusan
masional
ISIP UNSRI
| ——
Dr. Ardiyast Saptawan, M.Si SofyahEifendy, S.IP., M.Si
NIP. 196511171990031004 NIP. 19R051212003121003




LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yung bertanda tangan di bawah 1.

Nama - Ahmad Firmansyah Harahap
NIM 07041 182126040
Jurusan - imu Hubungan Intemasional

Menyatahan dengan sunguih-sunggub bahwa skripsi yang penudul “lmplementas) International

=)

Conveniion on the Ellomoaation of all forms of Ruaciad Disermmation (1CTRD) Dalam lsu

Diskrimimasi Terhadap Mt di Prancie wn adakali berar-henar karya saya sendine dan saya

ndak mekskuban penpphikan b puniipn dutizan e VR Gdak sesuar dengan etika

hermuan ying borlahu s denn Popgtnnm Menten Pendudikan Nastonal  Republik

Indonesia Nomor 17 Tablins 2 ontns Poneocatid dan Pomngpulangan Plugrat di Perguruan

Tinggi Apabila di hemedian s 8 L pelangaran ving diemnsan dalam shrnpst i dansatau
ada [‘l_‘T'!;-_!:!\]l'--'i'l dan p ik lamn v o hdasean baivd 1M =il hersedid mMemangeung sanksi

yang duatuliban ke s

Denyikian pernyaliarn i dibat dengn copprobesurgreal npa pemdksian dari pihak manapun.

Indialava, 28 Agustus 2025

Yang membual pernyataan

Ahmad Firmansyab Harahap
NIM. 070411821 26040



HALAMAN PERSEMBAHAN
Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta: Ayahanda Iswan Harahap
dan lbunda Nilawati Manurung. Tak pernah cukup rasa terima kasih atas cinta kasih,
pengorbanan dan kesabaran mereka. Semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa selalu
mencurahkan kesehatan dan rezeki kepada mereka berdua. Serta Almamater tercinta,
Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan

Internasional.



ABSTRAK

Prancis meratifikasi ICERD pada tahun 1971. Ratifikasi ICERD menunjukkan
komitmen Prancis terhadap prinsip-prinsip anti-diskriminasi yang meliputi penghormatan
atas kebebasan individu, termasuk hak untuk mengekspresikan identitas agama secara
bebas, tanpa adanya tekanan atau larangan yang bersifat diskriminatif. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Prancis dalam
mengimplementasikan konvensi ICERD dalam isu diskriminasi terhadap muslim di
Prancis. Dalam pembahasannya, peneltian ini menggunakan konsep human rights dan
rezim internasional. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode
deskriptif kualitatif. teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui studi
pustaka berupa buku, artikel, tesis, jurnal dan sumber dari internet yang tentunya benar dan
relevan dengan apa yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah prancis
belum sepenuhnya berhasil dalam mengimplementasikan konvensi ICERD, khususnya
dalam isu diskriminasi terhadap muslim. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan-
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Prancis sering mendiskriminasi warga muslim dan
kasus-kasus diskriminasi terhadap muslim tidak terselesaikan dengan semestinya oleh
Prancis. Hal ini mencerminkan standar ganda institusional pemerintah prancis terhadap isu
diskriminasi terhadap muslim.
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ABSTRACT

France ratified the ICERD Convention in 1971. The ratification of ICERD
demonstrates France's commitment to anti-discrimination principles, which include
respect for individual freedoms, including the right to freely express religious identity
without discriminatory pressure or prohibitions. This study aims to determine the French
government's efforts to implement the ICERD Convention on the issue of discrimination
against Muslims in France. In its discussion, this study uses the concepts of human rights
and international regimes. The author employed a descriptive qualitative research method.
Data collection techniques for this study were conducted through literature review of
books, articles, theses, journals, and internet sources that were accurate and relevant to
the research. The results indicate that the French government has not fully succeeded in
implementing the ICERD Convention, particularly regarding the issue of discrimination
against Muslims. This is evident in the policies issued by the French government, which
often discriminate against Muslims, and the failure of France to properly resolve cases of
discrimination against Muslims. This reflects the French government's institutional double
standard regarding the issue of discrimination against Muslims.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi isu sentral dalam pembangunan
masyarakat global. Sejarah HAM dapat ditelusuri sejak lahirnya gagasan tentang hak-hak
dasar manusia dalam berbagai peradaban kuno, seperti dalam pemikiran Yunani kuno dan
hukum Romawi. Namun, pemahaman modern tentang HAM mulai berkembang pesat pada
abad ke-17 dan 18, dengan munculnya pemikiran-pemikiran yang menekankan kebebasan
individu, kesetaraan, dan martabat manusia. Revolusi Prancis pada tahun 1789 saat
menentang raja Bourbon, Louis XVI menandai salah satu tonggak penting dalam sejarah
HAM, dengan dideklarasikannya Declaration des Droits de I'Homme et du Citoyen
(Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara). Pernyataan ini mencanangkan hak atas
kebebasan (liberte), kesamaan (egalite), dan kesetiakawanan (fraternite) (Fajrina, 2021).

Deklarasi tersebut kemudian menjadi inspirasi gerakan hak asasi manusia di seluruh eropa.

Perkembangan HAM di Eropa terus berlangsung setelah Perang Dunia I, saat
dunia mulai sadar akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia akibat kekejaman yang
terjadi selama perang. Untuk menanggapi hal ini, masyarakat internasional mendirikan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 dengan salah satu tujuan utama
awalnya adalah melindungi dan mempromosikan HAM. Tahap pertama yang dilakukan
PBB dalam melindungi HAM  yakni dengan Commission on Human Rights yang
didirikan pada 1946. Pada 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai hasil pengerjaan komisi HAM yang juga
menjadi dasar dari seluruh upaya internasional untuk menegakkan HAM. Deklarasi ini

menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-
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hak mereka, serta berhak atas perlindungan yang sama dari hukum, tanpa adanya
diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau status sosial
mereka. Deklarasi universal HAM dijadikan standar minimum masyarakat global. Rasisme
menjadi salah satu pelanggaran HAM, berdasarkan pasal 2 DUHAM yang menegaskan
setiap orang berhak atas hak-hak ataupun kebebasan tanpa adanya perbedaan ras, warna
kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, golongan politik ataupun kedudukan lainnya. Setelah
mengadopsi Deklarasi Universal HAM, Komisi Hak Asasi Manusia PBB berpikir untuk
membentuk dan menyusun sesuatu yang lebih mengikat daripada hanya sekedar deklarasi
saja seperti perjanjian (convenant) (Budiardjo, 2015). Pada tahun 1966 PBB mengadopsi
dua Kovenan Internasional, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik, dan juga Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
Kedua kovenan ini memperluas dan merinci hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi
Universal HAM, serta memberikan kerangka hukum yang lebih konkret bagi negara-
negara untuk menegakkan hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk
hak untuk bebas dari diskriminasi. Kemudian dua kovenan beserta Optional protocol dari
Kovenan Internasional Hak sipil dan politik mengenai pengaduan perorangan resmi
berlaku pada 1976 seusai diratifikasi oleh 35 negara. Disusul dengan Optional Protocol 11
yang bertujuan menghapuskan hukuman mati diterima oleh sidang Umum PBB di tahun
1989. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dua kovenan beserta dua optional protocol
menjadi satu kesatuan dari Undang-undang Internasional Hak Asasi Manusia

(International Bill of Human Rights).

International Bill of Human Rights adalah kumpulan dokumen hukum internasional
yang menjadi dasar bagi perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. International

Bill of Human Rights tidak hanya berfungsi sebagai landasan utama dalam perlindungan



hak asasi manusia secara global, tetapi juga menjadi rujukan penting bagi pengembangan
instrumen hukum internasional lainnya, seperti ICERD (International Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination), CEDAW (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women), CAT (Convention Against
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, dan UN-CRC
(United Nations Convention on the Rights of the Child). Konvensi-konvensi tersebut
merupakan turunan konkret dari prinsip-prinsip yang tertulis dalam Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia (DUHAM). Salah satu bentuk diskriminasi yang diakui secara luas
oleh komunitas internasional adalah diskriminasi berbasis ras. Diskriminasi rasial telah
menjadi isu global yang kompleks dan terus memicu ketidakadilan sosial. Di Prancis
misalnya, komunitas Muslim telah menjadi sasaran diskriminasi rasial yang signifikan.
Meskipun Prancis merupakan tempat awal dimulainya revolusi terhadap HAM dan dikenal
juga sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal seperti persamaan hak
dan kebebasan, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup

besar antara idealisme dengan praktiknya.

Prancis merupakan negara dengan keragaman etnis dan budaya yang kaya. Sejarah
panjang kolonialisme dan migrasi telah membentuk masyarakat Prancis menjadi sebuah
masyarakat yang multikultural. Keberadaan minoritas, terutama komunitas Muslim yang
berasal dari negara-negara Afrika Utara dan Timur Tengah, telah menjadi bagian integral
dari lanskap sosial Prancis. John L. Esposito berpendapat bahwa kehadiran Islam di
Prancis menjadi signifikan bersamaan dengan kolonisasi Afrika Utara yang dimulai pada
tahun 1830 M. Para pedagang yang dikenal dengan istilah Turcos kala itu datang dari
Aljazair setelah tahun 1850 M, menyusul kemudian imigran Maroko yang bekerja di

Dermaga Marseilles bagian Selatan. Selama perang Dunia I, para migran yang berjumlah



lebih dari 132.000 orang Afrika Utara berdomisili di Prancis sebagai pekerja sawah dan
buruh di Pabrik senjata, serta lebih dari 15.000 orang diminta untuk terlibat dalam
peperangan. Para imigran yang datang dari afrika utara ini bermigrasi ke Prancis dengan
harapan mencari kehidupan yang lebih baik, namun seringkali mereka menghadapi
kesulitan dalam berintegrasi ke dalam masyarakat Prancis. Hal tersebut membuat
kehadiran muslim di Prancis seringkali diiringi stereotip negatif, prasangka, dan
diskriminasi. Dikarenakan banyak dari orang muslim Prancis berbeda ras maupun warna
kulit dengan orang asli Prancis. Menurut Pew Research Center dilansir CNBC Indonesia,
Prancis adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di Eropa. Terdapat hampir 9%

populasi Prancis merupakan seorang muslim (Salsabilla, 2024).

Prancis menganut sekularisme dan membuatnya menjadi identitas negara mereka
dengan sebutan laicite. Laicite sangat erat kaitannya dengan nilai liberty, equality, dan
fraternity. Nilai-nilai yang sama dengan deklarasi Hak asasi manusia dan warga negara
saat terjadinya revolusi Prancis. Liberte yang berarti kebebasan, mengacu pada kebebasan
beragama atau kepercayaan seperti kebebasan untuk menganut agama tertentu. Ini adalah
bentuk dari laicite. Egalite (kesetaraan) dalam hal ini berarti bahwa negara
memperlakukan semua agama dengan cara yang sama dan menghormati semua agama.
Fraternite (persaudaraan), di mana negara menjaga kehidupan bersama yang damai dan
selaras tanpa membedakan agama atau asal usul. Adanya sekularisme (laicite) tidak lain
sebagai bentuk pemerintah Prancis dalam bersikap netral terhadap semua agama serta
memberikan kebebasan pada warga negaranya dalam beragama atau tidak beragama
(Gustiani, 2024). Hal ini juga bertujuan untuk melindungi hak individu dalam menjalankan
agamanya tanpa melibatkan negara. Prinsip laicite yang lebih mengutamakan kesetaraan

antar warga, namun konsep tersebut menjadi alasan dibalik timbulnya berbagai aturan-



aturan yang cenderung mendiskriminasi warga muslim Prancis. Prinsip laicite bertujuan
bukan hanya memisahkan agama dari negara, tapi juga membatasi pengaruh dan simbol
agama di ruang publik. Pada tahun 2010 disahkan sebuah undang-undang yang melarang
penggunaan nigab dan burga, yang kemudian undang-undang ini mulai berlaku pada 11
april 2011. Sehingga UU no. 2010-1192 yang dikenal dengan Loi interdisant la
dissimulation du visage dans I'espace public mengenai larangan pemakaian nigab dan
burga di tempat umum menyudutkan umat muslim Prancis terutama kaum wanita. Hal itu
dikarenakan ketidakinginan pemerintah Prancis jika paham atau ideologi Islam semakin

tersebar luas.

Selain itu, kebebasan berekspresi di Prancis dipakai beberapa masyarakat Prancis
untuk menyudutkan umat muslim disana. Seperti kasus Samuel Paty yang mengajar
kebebasan berpendapat kepada murid-muridnya menggunakan karikatur Nabi Muhammad
SAW dari majalah Satir Charlie Hebdo pada oktober 2020 (Gustiani, 2024). Hal tersebut
justru tidak dipermasalahkan ataupun tidak dianggap sebagai suatu penghinaan oleh
pemerintah Prancis, mereka beranggapan bahwa hal itu merupakan adanya kebebasan
berpandapat dan berekspresi di Prancis. Pembelajaran yang dibawa Samuel paty berbuntut
pada dibunuhnya Samuel paty yang dilakukan Abdullakh Anzorov seorang imigran
Chechnya. Pembunuhan ini mengejutkan Prancis dan seluruh dunia. Presiden Prancis
Emmanuel Macron menyebut insiden itu sebagai "serangan teroris Islam”. la menegaskan
kembali komitmen Prancis terhadap kebebasan berbicara dan sekularisme negara mereka,
yang dikenal dengan konsep laicité prinsip pemisahan agama dari urusan negara. Namun,
kasus ini juga memicu perdebatan yang lebih luas tentang kebebasan berekspresi, toleransi
beragama, radikalisasi Islam, dan diskriminasi di Prancis. Kasus lainnya yang membuat

gempar dunia dan Prancis adalah penembakan aparat kepolisian terhadap Nahel Merzouk



remaja 17 tahun keturunan Algeria (Tempo.co, 2023). Kejadian penembakan Nahel
memicu protes besar-besaran di beberapa daerah di Paris, seperti Nanterre, Dijon, Lyon,
dan Toulouse. Para demonstran menganggap aksi ini sebagai bentuk kemarahan atas
rasisme sistemik yang telah lama terjadi di Prancis. Ini adalah kasus penembakan ketiga
yang dilakukan polisi. Sebelumnya, polisi melakukan dua kasus serupa pada tahun 2023,
13 orang tewas karena melanggar peraturan lalu lintas pada tahun 2022, dan dua kasus
serupa pada tahun 2021. Korban dari kasus-kasus penembakan adalah orang-orang
berdarah Afrika dan Arab. Banyak warga Prancis yang membenarkan sifat rasisme yang

dimiliki polisi-polisi di Prancis.

Olimpiade Paris 2024 lalu juga tidak dapat terlepas dari diskriminasi rasial yang
dilakukan Prancis. Menteri olahraga Prancis Amalie Oueda-Castera menegaskan bahwa
seluruh atlet Prancis dilarang untuk mengenakan hijab selama pertandingan Olimpiade,
karena tim olimpiade Prancis adalah representasi lembaga negara yang didanai publik dan
sudah sepatutnya terikat dalam menjalankan prinsip laicite. Menteri olahraga Prancis
tersebut juga berasumsi bahwa sikap yang diambil pemerintah Prancis merupakan tindakan
pencegahan terhadap “proselytism”, yakni mencegah orang lain untuk mengikuti ajaran
agama maupun golongan politik tertentu dengan gaya hidup sehari-hari. Larangan
penggunaan hijab pada atlet Prancis di Olimpiade Paris 2024 tidak ada di aturan Olimpiade
Internasional (10C), tetapi terdapat dalam kebijakan pemerintah Prancis yang menegakkan
prinsip sekularisme. Larangan penggunaan hijab tersebut hanya berlaku untuk atlet Prancis
saja. Diaba Konate dan Sounkamba Sylla adalah contoh atlet muslim Prancis yang
dirugikan dari larangan tersebut. Diaba Konate merupakan pebasket wanita Prancis yang
berkarir di Amerika Serikat. Diaba harus mengubur mimpinya kembali membela timnas

basket Prancis untuk berlaga di Olimpiade paris 2024, karena Diaba mengenakan jilbab



saat bertanding. Hal tersebut bertentangan dengan aturan penggunaan atribut keagamaan
yang dikeluarkan French Basketball Federation (FFBB) pada 2022, yang membuat Diaba
tidak bisa membela Timnas basket Prancis. Sounkamba Sylla juga merupakan atlet yang
dirugikan dari larangan tersebut. Dia merupakan salah satu delegasi atlet lari Prancis dalam
olimpiade Paris 2024, namun dia sempat dilarang mengikuti upacara pembukaan
Olimpiade Paris 2024. "Anda terpilih untuk Olimpiade, yang diselenggarakan di negara
Anda, tetapi Anda tidak dapat berpartisipasi dalam upacara pembukaan karena Anda
mengenakan jilbab", ujar Sylla melalui Instagram pribadinya dinukil dari The Associated
Press. Sounkamba sangat kecewa dengan larangan memakai jilbab tersebut, walaupun
akhirnya dia tetap bisa mengikuti upacara pembukaan. Sounkamba memakai topi tenis saat

pembukaan olimpiade Paris 2024 setelah mendapat mediasi dari perwakilan pemerintah.

Keputusan Pemerintah Prancis untuk melarang atlet wanitanya menggunakan hijab
langsung mendapat sorotan dan kritik tajam dari banyak pihak karena telah melanggar Hak
Asasi Manusia. Amnesty Internasional mengatakan bahwa Prancis telah mencoreng
International Olympic Committee (IOC), yang telah berkomitmen untuk menghapus segala
bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan ras. Dalam sebuah laporan berjudul
Violations of Muslim women’s and girls’ human rights through hijab bans in sports in
France, Amnesty International menyebut bukti larangan tersebut sebagai kemunafikan

diskriminatif dari otoritas Prancis dan kelemahan I10OC.

Konvensi ICERD diadopsi majelis umum PBB pada 1965. Dalam pembukaan
konvensi ICERD dikatakan prinsip prinsip yang terkandung pada piagam PBB
menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar
bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, maupun agama. Prinsip

inilah yang menjadi dasar pembuatan konvensi internasional mengenai penghapusan



segala bentuk diskriminasi rasial. Penghormatan terhadap hak asasi manusia tanpa
membedakan agama menjadi salah satu kewajiban utama negara pihak untuk dijamin
dalam kebijakan domestik dan praktik penegakan hukum mereka. Penekanan pada aspek
agama memiliki arti penting karena praktik diskriminasi tidak hanya muncul dalam bentuk
segregasi rasial, tetapi juga seringkali diwujudkan melalui pembatasan terhadap ekspresi
keyakinan. ICERD dengan demikian tidak hanya menuntut penghapusan perlakuan yang
tidak adil berbasis warna kulit atau etnisitas, tetapi juga menegaskan kewajiban negara
untuk menjamin bahwa setiap individu bebas menjalankan agamanya serta
mengekspresikan simbol-simbol keyakinannya tanpa rasa takut. Prancis meratifikasi
konvensi tersebut pada tahun 1971. Negara-negara pihak yang telah meratifikasi
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
(ICERD) seperti Prancis berkewajiban untuk menyesuaikan kebijakan domestiknya agar
sejalan dengan prinsip-prinsip anti-diskriminasi tersebut dan melindungi hak-hak semua
warganya tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal keyakinan. Hal ini berarti Prancis tidak
hanya dituntut menghapus diskriminasi berbasis ras, tetapi juga harus menjamin
perlindungan penuh terhadap kebebasan beragama, termasuk hak warga untuk
mengekspresikan identitas keagamaannya secara terbuka tanpa adanya larangan. Hal
tersebut dikarenakan ratifikasi ICERD menunjukkan komitmen Prancis terhadap prinsip-
prinsip anti-diskriminasi yang meliputi penghormatan atas kebebasan individu, termasuk
hak untuk mengekspresikan identitas agama secara bebas, tanpa adanya tekanan atau

larangan yang bersifat diskriminatif.

Prancis meratifikasi ICERD selaras dengan komitmen ideologis Prancis terhadap
kesetaraan warga tanpa membedakan ras, agama, atau etnis. Namun demikian, realitas

sosial menunjukkan adanya ketimpangan antara komitmen normatif dan pelaksanaannya.



Berbagai laporan menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap kelompok minoritas,
terutama komunitas Muslim masih berlangsung secara sistemik. Kebijakan-kebijakan
seperti pelarangan simbol keagamaan di ruang publik, meskipun didasarkan pada prinsip
sekularisme (laicité) sering kali ditafsirkan secara eksklusif dan berdampak pada
pembatasan ekspresi identitas agama tertentu. Situasi ini mengindikasikan bahwa political
will yang dibutuhkan untuk menegakkan prinsip-prinsip ICERD secara menyeluruh belum

sepenuhnya terwujud.

Dengan adanya larangan penggunaan hijab bagi atlet wanita Prancis dalam
Olimpiade, Prancis tampak bertentangan dengan komitmennya terhadap konvensi ICERD.
Dalam konteks Konvensi ICERD, tuduhan bahwa Prancis melanggar konvensi ini
umumnya dikaitkan dengan pasal 2 dan 5. Meskipun secara hukum belum selalu
diputuskan secara final oleh badan internasional bahwa Prancis secara resmi
melanggarnya. Hal ini menjadi bukti bahwa berbagai kebijakan pemerintah Prancis dapat
dilihat sebagai bentuk diskriminasi berbau rasial dan agama. Banyak pihak berpendapat
bahwa Prancis seharusnya menghormati prinsip-prinsip yang telah disepakatinya dalam
ICERD, khususnya dalam komitmen global yang mengedepankan nilai kesetaraan dan
inklusivitas. Prancis sebagai salah satu negara di Eropa yang menandatangani dan
meratifikasi ICERD, diharapkan dapat mengimplementasikan ketentuan-ketentuan
konvensi ICERD dalam menangani berbagai bentuk diskriminasi. Dalam beberapa dekade
terakhir, kasus-kasus diskriminasi rasial masih sering terjadi, terutama yang berasal dari
kelompok minoritas. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi
ICERD dalam praktiknya di Prancis, terutama dalam konteks melindungi umat muslim

Prancis dari diskriminasi rasial.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertera diatas, penulis mengambil rumusan
masalah berupa bagaimana Implementasi International Convention on the Elimination of
all forms Racial Discrimination (ICERD) dalam isu Diskriminasi terhadap Muslim di

Prancis ?

1.3 Tujuan Penelitian

Terkait dengan apa yang telah dijelaskan pada rumusan masalah sebelumnya,
penulis berasumsi bahwa tujuan penelitian kali ini yakni untuk mengetahui terkait
Implementasi International Convention on the Elimination of all forms Racial

Discrimination (ICERD) dalam Isu Diskriminasi terhadap Muslim di Prancis.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan,
sekaligus masukan berupa fakta bagi para pembaca terkait bagaimana upaya yang
dilakukan oleh pemerintah Prancis dalam menjalankan implementasi International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) dalam isu
diskriminasi terhadap Muslim di Prancis. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi

sebuah referensi dan sumber informasi bagi peneliti di masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran terkait
permasalahan rasisme yang dihadapi oleh Muslim di Prancis, mengetahui bagaimana

peranan pemerintah dalam mengimplementasikan International Convention on the

10



Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) terhadap isu diskriminasi
yang dialami muslim di Prancis, serta mengevaluasi peranan organisasi internasional

dalam mendukung upaya Prancis dalam menyelesaikan masalah rasisme terhadap muslim.
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